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ABSTRAK: - Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran 

antar unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih 

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 

berjalan 2021, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;  

- Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; 

Permendagri No.64 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2020.  

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 

2021 semua berjumlah sebesar Rp.4.144.451.749.668,00 (Empat Triliun Seratus Empat 

Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu 

Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), bertambah sejumlah Rp.1.2708.393.374.878 

(Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sehingga 

menjadi Rp.5.351.845.124.546 (Lima Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan 

Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh 

Enam Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan. Dalam keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu 

yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam 

perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, dengan tata 

cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 

perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi: a. bencana 

alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan 

operasi pencarian dan pertolongan dan/atau; c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat 

mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak yang dimaksud meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. belanja daerah yang bersifat 

mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran daerah yang berada di luar 

kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat 

peraturan perundang-undangan dan/atau; d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila 

ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau 

masyarakat.  

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021. 

- Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.  
 

 


